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Abstrak

Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah adalah melalui
mediasi yang oleh Mahkamah Agung telah diintegrasikan ke dalam pengadilan,
sehingga sebelum proses litigasi hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi terlebih dahulu. Pengadilan Agama Sleman adalah salah satu
Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah banyak menerima sengketa ekonomi
syari’ah dan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman adalah hakim-
hakim yang sudah berpengalaman, namun ternyata tingkat kegagalan mediasi
dalam sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Sleman relatif berimbang
jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya berdasarkan latar belakang
tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan
bagaimana prosedur mediasi serta faktor-faktor penghambat dan keberhasilan
mediasi pada sengketa ekonomi syari’ah dan efektifitas mediasi yang telah
diterapkan pada Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research), menggunakan analisis kualitatif yang bersifat
preskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-empiris dan teori efektifitas
hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview),
data kepustakaan, menelusuri dan mempelajari berkas-berkas BAP (Berita Acara
Persidangan) proses persidangan sengketa ekonomi syari’ah pada Pengadilan
Agama Sleman tahun 2015-2016.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pertama prosedur
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi pada Pengadilan Agama
Sleman mengunakan dua regulasi yaitu pada tahun 2015 menggunakan PERMA
No. 1 Tahun 2008 sedangkan tahun 2016 menggunakan PERMA No. 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan. Kedua, bahwa penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi pada Pengadilan Agama Sleman
tahun 2015-2016 kurang efektif yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan
budaya. Hal ini disebabkan masih minimnya para pihak dalam proses mediasi
baik dari segi kehadiran maupun i’tikad baik pada proses mediasi, sehingga proses
mediasi menjadi gagal. Ketiga, bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan
mediasi karena mediator Pengadilan Agama Sleman memiliki sumber daya
manusia yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008
dan PERMA No. 1 tahun 2016, sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan
mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah adalah karena para pihak
yang kurang ber’itikad baik dan tidak datang ke persidangan dalam proses
mediasi.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari’ah, Mediasi, efektifitas.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

be
te

es (dengan titik di atas)
je

ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)
er
zet

€s
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es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
fa’ ef
qaf qi
kaf ka
lam el
mim em
nun en
waw w
ha’ ha
hamzah apostrof
ya ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ditulis

ditulis
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Ta’ marbigah

Semua @’ marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.

-

dasa ditulis hikmah
e ditulis ‘illah
el ¥Aa) < ditulis karamah al-auliya’

Vokal Pendek dan Penerapannya

Fathah ditulis A

Kasrah ditulis i

Dammah ditulis u
Jad Fathah ditulis fa‘ala
,)Si Kasrah ditulis zukira
A Dammah ditulis yazhabu

Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis A

Llala ditulis jahiliyyah




ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

F. Vokal Rangkap

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

ditulis

ditulis

ditulis

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”



Ol A ditulis al-Qur’an

badl) ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

slacdd) ditulis as-Sama’

el ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

o9 Al 93 ditulis Zawi al-furiid
4L Jal ditulis Ahl as-sunnah

J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

Xi



c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan
ekonomi syari’ah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini
sejalan pula dalam sektor hukum, yakni ditandai dengan keluarnya peraturan
perundang-undangan di bidang ekonomi syari’ah." Mengingat kegiatan bisnis
semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya
dua sengketa (dispute/difference) di antara para pihak yang terlibat. Sengketa
muncul dikarenakan berbagai sebab dan alasan yang melatarbelakanginya,
terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang
timbul di antara pihak-pihak yang terlibat karena aktifitasnya dalam bidang
bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Pengadilan agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan
yang ada di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari
yurisdiksi absolut sebagaimana pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012
yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah.

! Khotibul Umam, Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia
(Yogyakarta : Instan Lib, 2009), him. 1.


http://rencute-ozha.blogspot.co.id/2013/01/penyelesaian-sengketa-bisnis-secara.html

Terdapat banyak kritik terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam
bersengketa di pengadilan ini sifatnya lebih formal dan teknis, cenderung
menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaianya, membutuhkan
biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusushan, Selain itu
penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan
pihak yang menang dan kalah.? Hal ini perlu dicarikan cara penyelesaian
alternatif yang efektif dan efisien baik di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan, agar para pihak sama-sama menemukan keadilan tanpa saling
dirugikan.

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui
jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme
penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law
approach) yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang.
Jalur litigasi ini adalah upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa ketika
upaya perdamaian tidak menemukan titik temu, sedangkan jalur non-litigasi
adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di
dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering
disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa.®

2 Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), him.4.

® Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Yogyakarta: Gama Media, 2008), him. 5.



Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa non-litigasi dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah merupakan jalur penyelesaian yang
sudah diintegrasikan ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan. Dalam
sejarah di Indonesia aturan upaya mediasi pada lembaga peradilan Indonesia
telah ada sejak masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 130 HIR atau
pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.* Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa
hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa
mereka diputuskan namun aturan tersebut belum sepenuhnya mampu
memberikan solusi dalam meminimalisir sengketa di pengadilan. Berdasarkan
hal tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran
Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan
tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu
alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuklah
hakim sebagai mediator.

Pada perkembanganya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 terdapat beberapa
hal yang penting yang belum diatur, sehingga Mahkamah Agung
memperbaharuinya dengan mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah
Agung) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini
melihat bahwa aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum mengatur terlalu
lengkap sehingga perlu disempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang

prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini dirasa belum juga optimal karena

* Herziene Indonessich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
untuk daerah Jawa dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara
untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement
Acara Perdata.



bersifat formalitas saja karena mediasi hanya sebuah kewajiban saja dan tidak
ada implikasi hukumnya serta terbatas pada pengadilan tingkat pertama saja
sehingga Mahkamah Agung memperbaharui melalui PERMA Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan dipandang belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan
mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan
mediasi di pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi pada pengadilan, sehingga hakim
pemeriksa sengketa untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih
dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung
diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu
batal demi hukum.

Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu pengadilan agama yang
ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai wewenang
memeriksa dan mengadili pada sengketa ekonomi syari’ah sudah banyak
menangani sengketa penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi.
Berdasarkan penelusuran dokumen yang penulis lakukan, bahwa pada tahun
2014 hanya ada 1 (satu) sengketa ekonomi syari’ah yang masuk di Pengadilan
Agama Sleman, sehingga penulis mengambil data primer sebagai objek
penelitian tentang sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Sleman
pada tahun 2015 dan 2016 berdasarkan data yang penulis dapatkan dari
website resmi Pengadilan Agama Sleman, dengan data sengketa sebagai

berikut:



SENGKETA TAHUN 2015°

NO | NO PERKARA PUTUSAN

01 503/Pdt.G/2015/PA.Smn | Damai

02 932/Pdt.G/2015/PA.Smn | Damai
SENGKETA TAHUN 2016°

NO | NO PERKARA PUTUSAN

01 223/Pdt.G/2016/PA.Smn Damai

02 765/Pdt.G/2016/PA.Smn Damai

03 766/Pdt.G/2016/PA.Smn Di kabulkan

04 767/Pdt.G/2016/PA.Smn Di Kabulkan

05 768/Pdt.G/2016/PA.Smn Damai

06 769/Pdt.G/2016/PA.Smn Damai

07 770/Pdt.G/2016/PA.Smn Proses litigasi

08 771/Pdt.G/2016/PA.Smn Di kabulkan

09 1146/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

10 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

11 1600/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

12 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

13 1607/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

14 1608/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

15 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn | Damai

16 1610/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

17 1611/Pdt.G/2016/PA.Smn | Proses litigasi

>Sumber dari http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html tahun 2015
serta data dari Pengadilan Agama Sleman, diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

®Sumber dari http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html tahun 2016
serta data dari pengadilan agama sleman, diakses pada tanggal 22 Desember 2016.


http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html
http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html

Penjelasan dari putusan damai, dikabulkan dan proses litigasi dari
keterangan data di atas adalah sebagai berikut:
a. Damai : Mediasi berhasil
b. Dikabulkan : Mediasi gagal dan salah satu pihak gugatan dikabulkan
c. Proses litigasi : Mediasi gagal dan proses litigasi di persidangan

Dari catatan penulis, didapatkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2016
ada sekitar 19 sengketa yang diterima dan diputus. Pada sengketa tahun 2015
semua berhasil dengan proses mediasi, sedangkan pada tahun 2016 hanya 5
sengketa yang berhasil dengan mediasi dan 12 sengketa lainya masih berjalan
dan gagal dimediasi, namun tingkat kegagalan mediasi dalam sengketa
ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Sleman relatif berimbang jika
dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Padahal Pengadilan Agama
Sleman adalah salah satu pengadilan agama di Indonesia yang sudah banyak
menerima sengketa ekonomi syari’ah dan hakim-hakim yang ada di
Pengadilan Agama Sleman adalah hakim-hakim yang sudah berpengalaman,
hakim mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung, selain itu juga
Pengadilan Agama Sleman dalam melaksanakan prosedur mediasi sudah
mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada Tahun 2015 dan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
Lalu apa saja faktor-faktor penghambat/penyebab kegagalan mediasi tersebut.
Jika sengketa tersebut berhasil dimediasi, lalu apa sebenarnya faktor

pendukung/penyebab keberhasilan mediasi tersebut.



Berdasarkan data di atas maka memunculkan pertanyaan bagi penulis
terkait efektivitas mediasi yang telah diterapkan pada Pengadilan Agama
Sleman mengingat sengketa ekonomi syari’ah masih tergolong baru di dalam
pengadilan agama, selain itu juga mengingat pengintegrasian mediasi ke
dalam proses beracara di pengadilan bertujuan menjadi salah satu instrument
mengatasi permasalahan sengketa ekonomi syari’ah di sisi lain PERMA yang
dijadiakan acuan dalam proses mediasi pada tahun 2015 dan 2016 memiliki
banyak perbedaan, sehingga sangat penting untuk dikaji dan diteliti bagaimana
PERMA tentang mediasi yang diberlakukan, serta faktor apa saja yang
menghambat dan mendukung efektivitas penyelesesaian sengketa ekonomi
syari’ah melalui mediasi.

Berangkat dari uaraian di atas maka penulis perlu untuk dijadikan
objek Kkajian penelitian dalam tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI
MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN

2015-2016)”

. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka
pembahasan tesis ini terfokus pada :
1. Bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan Sengketa Ekonomi

Syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?



2. Bagaimana efektivitas mediasi pada penanganan Sengketa Ekonomi
Syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas mediasi pada
penanganan Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Sleman

pada tahun 2015-2016 ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Menjelaskan bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan sengketa
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun
2015-2016.
b. Menjelaskan efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa
ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016.
c. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat efektivitas mediasi
pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan
Agama Sleman pada tahun 2015-2016.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada
umumnya dan hukum islam khususnya, serta memberikan peikiran
terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi.
b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi

di bidang penegakan hukum khususnya hukum ekonomi syari’ah.



Selain itu sebagai bahan masukan bagi para hakim mediator dalam

memediasi sengketa ekonomi syari’ah pada pengadilan agama.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai penyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah
merupakan bidang kajian yang cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan
tersebut. Oleh karena itu, guna memetakan posisi penelitian ini, maka penting
kiranya memaparkan beberapa penelitian sebelumnya. Hal itu demi
menghindari adanya kesamaan yang bersifat mutlak dari penelitian
sebelumnya.

Dari penelusuran penulis, maka ditemukan beberapa penelitian yang
dipandang mendekati kesamaan dengan penelitian ini, baik dari sisi objek
(fokus kajian) maupun metodologinya. Berikut adalah beberapa karya ilmiah
yang sebelumnya membahas tentang sengketa ekonomi syari’ah.

Listyo Budi Santoso menyatakan bahwa kewenangan pengadilan
agama dalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syari’ah (berdasarkan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)”. Fokus masalah dalam peneilitian ini
adalah tentang kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, hambatan yang muncul di
dalamnya serta bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini bersifat normatif
yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ini

ditemukan serangkaian hasil mengenai kewenangan pengadilan agama di
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bidang ekonomi syari’ah yaitu meliputi seluruh sengketa ekonomi syari’ah di
bidang perdata. Di samping itu, secara prosedural penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di
peradilan umum, walaupun secara subtansial arah dan tujuanya berbeda.
Dalam hal ini teknik/prosedur tersebut dapat diklarifikasikan menjadi dua
tahap yaitu melalui perdamaian dan jika tidak berhasil maka melalui proses
pengadilan. Adapun hambatan yang muncul dalam hal ini antara lain berkaitan
sumber daya manusia dari para hakim yang masih kurang memadai, seringnya
mutasi hakim, sarana perpustakaan yang belum memadai serta hukum materiil
dan formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari’ah yang belum lengkap.
Dari sini maka cara mengatasinya adalah para hakim mengikuti pelatihan
ekonomi syari’ah, para hakim senantiasa mencari, menggali dan
mengembangkan hukum, khususnya mengenai ekonomi syari’ah serta segera
mengganti anggota majelis yang dimutasi.’

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulkarnain Harahab
dosen Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian “Kesiapan Pengadilan
Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah”. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui kesiapan dari tiga lembaga pengadilan agama di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta,
Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul dari penelitian ini

ditemukan bahwa pengadilan agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

" Listyo Budi Santoso, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaiakan
Sengketa Ekonomi Syari’ah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)”, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
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belum sepenuhnya siap untuk menyelesaiakan sengketa ekonomi syari’ah
sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Temuan ini didasarkan pada tiga
kendala utama yang dihadapi pengadilan agama untuk melaksanakan Undang-
Undang Peradilan Agama tersebut, yaitu ketiadaan hukum materiil di bidang
ekonomi syari’ah, belum memadai kapabilitas sumber daya manusia yang ada,
khususnya hakim dan yang ketiga belum tercukupinya fasilitas yang ada untuk
pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut.®

Ketiga adalah tesis oleh Abdurahman Hakim yang berjudul “ Tinjauan
Yuridis terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama dalam Bidang
Ekonomi Syari’ah”. Penelitian ini memfokuskan pada perluasan kewenangan
absolut pengadilan agama pada dalam bidang ekonomi syari’ah menurut UU
No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008 serta bagaimana tantangan dan
prospeknya perluasan kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi
syari’ah. Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan yang tampak dalam
penjelasan Pasal 55 ayat 2 UUPS, masih memberikan opsi dalam penyelesaian

sengketa perbangkan syari’ah pada peradilan umum. Hal ini menunjukan

8Judul awal penelitian ini adalah “Kesiapan Pengadilan Agama di Yogyakarta dalam
Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama”. Lihat
dalam Yulkarnain Harahab, “Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaiakan Perkara
Ekonomi Syari’ah” dalam Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM,
2008), him.111.
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adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama dibidang perbangkan
syari’ah.’

Keempat adalah tesis oleh Musataklima yang berjudul “Kewenangan
Penyelesaiaan Sengketa Perbangkan Syari’ah (Studi Pasal 55 UU No. 21
tahun 2008 tentang Perbangkan Syari’ah)”. Penelitian ini memfokuskan pada
hal-hal yang melatarbelakangi kewenangan pengadilan umum di bidang
perbangkan syari’ah, implikasinya serta solusi terhadap dualisme kewenangan
tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau
doktrinal yang menggunakan pendekatan historis untuk memahami hukum
secara lebih mendalam tentang suatu sistem lembaga atau suatupengaturan
hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam
pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.
Dari penelitian ini ditemukan bahwa : 1) latar belakang kewenangan peradilan
umum ini bermuara dari penilaian pemerintah pada ketidakpercayaan
pemerintah kepada lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa
perbangkan syari’ah; 2) implikasinya adalah tereduksinya kompetensi
peradilan agama dibidang ekonomi syari’ah; 3) solusi dari hal ini adalah
mengesampingkan peradilan umum dengan logika” Sertifikat hak milik yang

datang duluan tidak dapat dibatalkan oleh sertifikat hak milik yang datang

° Abdurahman Hakim, “Tinjauan Yuridis terhadap perluasan kewenangan peradilan
agama dalam bidang Ekonomi Syari’ah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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belakangan bagi objek yang sama”. atau dengan logika “lex specialis derogat
lex generalis”. 1o

Kelima adalah tesis oleh Akhmad Farroh Hassan dengan judul
“Respon Hakim Pengadilan Negeri terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian
Sengketa Hukum Perbangkan Syari’ah”. Penelitian ini memfokuskan pada
respon hakim pengadilan negeri terhadap hak opsi dalam penyelesaian
sengketa perbangkan syari’ah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi respon
hakim tersebut serta bagaimana prospek penyelesaian sengketa hukum
perbangkan syari’ah di pengadilan negeri. Penelitian ini dapat dikategorikan
penelitian lapangan dengan menjadikan hakim di dua Lembaga Pengadilan
Negeri (Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Yogyakarta) sebagai
objeknya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa respon hakim terhadap
hak opsi ini terbagi dalam dua tipologi pemikiran, yaitu tekstual dan
kontekstual. Faktor-faktor yang melatarbelakangi respon hakim pengadilan
negeri tersebut adalah 1) faktor yuridis-normatif, 2) faktor sosiologis dan, 3)
faktor profesionalitas hakim dalam memahami undang-undang secara
komprehensif sehingga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Prospek ke

depan, para hakim di pengadilan ini sepakat bahwa pasal 55 ayat (2) UU No.

21 tahun 2008 ini harus segera direvisi atau diajukan judicial review, sehingga

19 Musataklima, “Kewenangan Penyelesaiaan Sengketa Perbangkan Syari’ah (Studi Pasal
55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syari’ah)”, Fakultas syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
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hal tersebut dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat terhadap
pengadilan.™

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, memang terdapat
beberapa karya ilmiah yang telah membahas terkait persoalan penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah. Namun, sejauh ini penulis tidak menemukan karya
ilmiah yang secara spesifik telah membahas permasalahan Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui Mediasi (Studi Pada Pengadilan Agama
Sleman Tahun 2015-2016). Dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah
1. Bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016? 2. Bagaimana
efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari’ah di
Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016? 3. Bagaimana faktor
penghambat dan pendukung efektivitas mediasi pada penanganan sengketa
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-
2016? Maka, penulis berkesimpulan bahwa karya ilmiah yang penulis kaji ini

merupakan kajian baru yang layak untuk dilakukan penelitian.

E. Kerangka Teori
Di lingkungan pengadilan agama istilah perdamaian lebih dikenal
dengan mediasi yang berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

! Akhmad Farroh Hassan, “Respon Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Hak Opsi dalam
penyelesaian Sengketa Hukum Perbangkan Syari’ah”, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
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mediator. * Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan agama
hukumnya wajib, hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg yang
menyebutkan bahwa dalam setiap sengketa perdata, apabila kedua belah pihak
hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.'® Dalam
mengupayakan perdamaian hakim pengadilan agama juga harus berpedoama
pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan berdasarkan aturan di atas dalam
kaitanya sengketa sengketa ekonomi syari’ah yang diajukan ke pengadilan
agama wajib untuk melakukan perdamaian dengan dibantu oleh mediator.

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan
pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan pada Pasal 130 HIR, Pasal
145 Rbg. Untuk lebih memperdayakan dan mengefektifitkanya, Mahkamah
Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (Compulsory).**
Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim
wajib berupaya mendamaikan pihak yang bersengketa. Hal ini dapat didapat
dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

1. Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak;

2. Maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang.

12 pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi.

242.

13 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010.

4 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.
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Di dalam pasal ini disebutkan jika hakim tidak berhasil mendamaikan,
ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian
menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan sengketa:
1. Mengandung cacat formil;

2. Berakibat pemeriksaan batal demi hukum.

Berdasarkan aturan di atas bisa dipahami bahwa mendamaikan dalam
setiap sengketa perdata dalam pengadilan agama adalah bersifat imperatif.
Tidak boleh diabaikan dan dilalaikan. Proses pemeriksaan yang tidak
menempuh dan tidak dimulai dengan tahap mendamaiakan dalam hal ini
mediasi, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai
sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan,
baik hakim maupun bagi para pihak yang bersengketa. Keuntungan bagi
hakim dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa
telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya
ringan. *® Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah terjadinya
perdamaian itu berarti menghemat ongkos bersengketa, mempercepat

penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.*’

5 1bid, him. 239.

16 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , cet. ke-9 (Yogyakarta:
Pustaka Penerbit, 2011), him. 8.

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, cet. ke- 3 (Jakarta: Kencana Predana
Media Group, 2005), him. 152.
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Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri

sengketa damai sangat signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan

beberapa alasan :

1.

Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil yang dicapai

dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian.

Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi yaitu dalam hal bahwa

hasil yang dicapai dari proses mediasi bisa saja tidak dapat dilaksanakan

karena tidak adanya kekuatan enforcibility (keharusan). Melalui mediasi

litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai

kekuatan eksekutorial seperti putusan biasa.

Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan

masyarakat.

Respon terhadap kritik kelemahan-kelemahan litigasi selama ini, dalam

hal:

a. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal;

b. Waktu yang digunakan sangat lama; dan

c. Hasil berupa menang kalah sehingga ada pihak yang tidak puas
membuat orang selalu bermusuhan.

Mengurangi tumpukan sengketa ke Mahkamah Agung karena sengketa

yang masuk melalui mediasi litigasi sudah tertutup kemungkinan upaya

hukum lain.

Mahkamah Agung RI melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke dalam
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proses litigasi beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk
membantu para pihak guna menyelesaikan permasalahanya melalui jalan
damai serta di sisi lain untuk mengatasi menumpuknya sengketa. PERMA ini
telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan para pihak yang bersengketa
untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi.*®
Pada penulisan tesis ini teori pokok yang digunakan adalah teori
efektivitas. Secara etimologi kata efektifas berasal dari kata efektif, dalam
bahasa inggris effective artinya berhasil dan ditaati. Di dalam kamus besar
Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna”
tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-
undang atau peraturan.*®
Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum
ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
Maksud faktor hukumnya menurut soerjono soekanto dengan
undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku

umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

'8 peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

9 Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cet.1l,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), him. 284.
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2. Faktor Penegak Hukum
Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali, oleh
karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak
langsung berkecipung dibidang penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas
tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, oraganisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup dan lainya. Kalau hal hal tersebut tidak dipenuhi maka mustahil
penegakan hukum akan tercapai.
4. Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah
melalui Pengadilan Agama Sleman adalah para pihak yang bersengketa.
5. Faktor Kebudayaan
Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial

atau spiritual. %°

Adapun inti buadaya hukum sebagai budaya nonmaterial
atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak
mengenai apa yang baik (harus dianuti) dan apa yang buruk (harus

dihindari), norma atau kaidah yang berisikan suruhan, larangan, atau

kebolehan dan pola pikir manusia.*

20 Ibid. hIm.59.

ZISperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo, 2007), him. 8.
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F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, terarah dan akurat,
maka dalam penelitian ini mengggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian lapangan (field
research). Dalam hal ini penulis akan memaparkan data-data yang
ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan
kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan
akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan
Agama Sleman.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik ** . Berarti bahwa
penelitian ini  bersifat menggambarkan/ menguraiakan fakta-fakta
pelaksanaan dan problematika mediasi sengketa ekonomi syari’ah pada
Pengadilan Agama Sleman dan menganalisisnya.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum dengan lembaga hukum sebagai objek inti
gejalanya dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan
pendekatan sosiologis atau dalam istilah lain adalah penelitian dengan

pendekatan yuridis-empiris/ yuridis- sosiologis.?

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2010), him. 22.

28 7ainudin Ali, Sosiologi Hukum, cet, ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 13,
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4. Sumber Data
Sumber data dalam hal ini diklarsifikasikan menjadi dua bagian,
yaitu:
a. Sumber Data Primer
Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber rujukan berupa
hasil wawancara dengan ketua dan hakim, mediator pada Pengadilan
Agama Sleman serta pihak-pihak terkait.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber rujukan data sekunder dalam hal ini merupakan data
yang didapat dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan
telah diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini berupa buku, jurnal dan
dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis
menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
a. Observasi
Teknik observasi digunakan untuk mencari gambaran secara
objektif dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian?”.
Dalam hal ini pengamatan diarahkan pada pelaksanaan mediasi pada
sengketa ekonomi syari’ah di pengadilan agama pada tahun 2015-

2016. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan data secara langsung

2 Basrowi Dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : RinekaCipta, 2008),
him.94.
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yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan
dengan cara yang lebih mudah.?
b. Wawancara
Teknik wawancara dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan
data primer terkait pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi
syari’ah di pengadilan agama pada tahun 2015-2016 yang tidak bisa
penulis peroleh dari teknik observasi. Wawancara yang digunakan
adalah wawancara terpimpin. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada
para hakim Mediator yang ada pada Pengadilan Agama Sleman
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data
terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses
mediasi kaitanya dengan sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan
Agama Sleman pada tahun 2015-2016, penelusuran kepustakaan serta
membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang
berhubungan dengan teori efektivitas hukum dalam mediasi.
6. Analisis Data
Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif
melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan

pehatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

% |mam Munawir, Metode-Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, tth),
him. 149.
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mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun
wawancara yang ada.”® Dalam tahap ini, data disederhanakan maka
yang dipakai dan mana yang tidak. Data yang dipakai kemudian
disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.
b. Penyajian Data
Penyajian data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel,
bagan dan dalam bentuk teks narasi dari penyajian teks tersebut,
selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.
c. Penarikan Kesimpulan
Dalam tahap ini akan dilakukan upaya mencari makna dan
catatan tentang ketentuan-ketentuan, pola penjelasan, konfigurasi dan
alur sebab-akibat. Berdasarkan tahap-tahap di atas, setelah data
diperoleh dari lapangan dan dari studi kepustakaan, selanjutnya data-
data tersebut direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk
menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan.
Selanjutnya data yang sudah direduksi sesuai dengan rumusan masalah
dan dibantu dengan teori-teori kemudian direkontruksi dalam uraian

deskripsi yang utuh dan akhirnya ditarik kesimpulan.

% Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif ( Bandung : Tarsito, 1988), him.
114.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri
dari beberapa pokok pembahasan yang merupakan satu kesatuan alur
pemikiran dan menggambarkan proses penelitian. Sistematika pembahasan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab | adalah bagian pendahuluan. Dalam hal ini digambarkan latar
belakang masalah penelitian yang berkaitan langsung dengan judul penelitian
yang selanjutnya diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penelitian dan
manfaat dari penelitian ini. Selain itu penulis juga memaparkan kajian pustaka
untuk membedakan dan memetakan posisi penelitian ini. Selebihnya rumusan
metodologi juga menjadi bagian yang disinggung dalam bab ini, hal ini untuk
memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana penelitian ini
berlangsung.

Bab Il digunakan untuk memperluas bahasan pada bagian kerangka
teori yang telah disinggung pada bab I, bahasan ini berisi tentang teori-teori
yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui
mediasi pada pengadilan agama dan teori efektivitas hukum.

Bab 11l menjabarkan tentang kondisi objektif dan objek lokasi
penelitian, objek penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah menjelaskan
gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, kemudian menjelaskan
pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah pada Pengadilan Agama

Sleman tahun 2015-2016.
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Bab IV membahas dan menganalisis bagaimana prosedur mediasi
dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama
Sleman pada tahun 2015-2016 serta bagaimana efektivitas mediasi pada
penanganan sengketa sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama
Sleman pada tahun 2015-2016 dan bagaiman faktor penghambat dan
pendukung efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 dengan teori
yang dijabarkan pada bab 11 baik secara hukum positif dan hukum Islam.

Bab V adalah Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan jawaban
atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut
selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.selain itu
dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam

penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagali
jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat
mengambil sebuah konklusi sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi
pada pengadilan agama sleman pada tahun 2015-2016 mengunakan dua
regulasi yaitu ada tahun 2015 menggunakan Perma No. 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur mediasi pada pengadilan sedangkan pada tahun 2016
karena bertepatan dikeluarkanya Regulasi Mediasi di pengadilan
sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai pembaharuan Regulasi
sebelumnya maka pada tahun 2016 penyelesaian sengketa melalui mediasi
pada pengadilan agama sleman menggunakan Perma No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan penekanan pada beberapa
poin seperti i’tikad baik, jangka waktu proses mediasi serta kewajiban
hadir secara langsung dalam mediasi.

2. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi pada
pengadilan agama sleman tahun 2015-2016 kurang efektif yang
disebabkan oleh faktor masyarakat dan Budaya hal ini disebabkan masih

minimnya para pihak dalam proses mediasi baik dari segi kehadiran
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maupun i’tikad baik dalam proses mediasi Sehingga proses mediasi
menjadi gagal.

3. Bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman adalah antara lain
karena mediator Pengadilan Agama Sleman memiliki sumber daya
manusia (SDM) yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1
tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 dan para Hakim dan mediator
telah memiliki sertifikat serta telah lulus sertifikasi Mediator sebagaimana
diatur dalam Perma tersebut. sedangkan Faktor yang mempengaruhi
kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah

karena para pihak tidak datang ke persidangan.

B. Saran-saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu
disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat betapa pentingnya peran mediator dalam pelaksanaan mediasi
terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan
Agama sleman dan Pengadilan Agama lainnya. Diharapkan kepada
seluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk selalu meningkatkan
kemampuanya dalam mempersiapkan mediator-mediator yang telah
bersertifikat dan mediator yang telah lulus sertifikasi ekonomi syariah
dengan kajian dan pelatihan-pelatihan khususnya permasalahan ekonomi

syari’ah.
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2. Untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah
melalui mediasi. Diharapkan seluruh penegak hukum baik hakim kuasa
hukum bahkan alat pelengkap pengadilan agama seperti panitera juru sita
dan meja informasi berperan aktif dalam betapa pentingnya proses mediasi
sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan
perdamaian bagi para pihak dengan memberikan pemahaman dalam proses
mediasi sehingga dengan bekerjanya semua elemen yang ada dalam
pengadilan akan menjadikan para pihak akan sadar akan pentinya proses

mediasi dalam perkara perdata.
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA PADA PENGADILAN
AGAMA SLEMAN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARI’AH MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2016)

1. Apa dasar hukum adanya penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui
mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?
Jawaban :

- Dasar kompetensi absolute pengadilan agama dalam menyelesaiakan
sengketa ekonomi syari’ah adalah Pasal 49 undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang peradilan agama.

- Namun dasar pembelakuan mediasi pada pengadilan agama pada tahun
2015-2016 ada 2 perma yaitu pada tahun 2015 menggunakan Perma No. 1
Tahun 2008 sedangkan Tahun 2016 menggunakan Perma No.1 Tahun
2016.

2. Selama ini pada tahun 2015 dan 2016 sudah berapa banyak perkara yang
diterima pada pengadilan agama sleman khususnya dengan ekonomi syari’ah
? kalau bisa dilampirkan datanya ?

- Selama ini perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 2 perkara.

- Sedangkan tahun 2016 sebanyak 17 perkara.

3. Dari perkara-perkara yang diterima tersebut, apa yang melatar belakangi
adanya gugatan ekonomi syari’ah pada tahun 2015-2016 ?

- secara umum perkara sengketa ekonomi syari’ah yang diperiksa di
pengadilan agama sleman dilatar belakangi akibat perbuatan wanprestasi
oleh salah satu pihak. Dan Perbuatan melawan hukum

- Namun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah pada tahun 2015
dan 2016 ada perbedaan. sebelumnya pada tahun 2015 penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah diajukan dengan gugatan biasa. Sedangkan
pada tahun 2016 ada dua penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah ada dua

model pengajuan gugatan yaitu gugatan sederhana jika nilai sengketa



dibawah Rp. 200.000.000,- selain itu para pihak juga para pihak tidak
lebih dari satu. namun jika lebih dari itu menggunakan gugatan secara
biasa pada umumnya. Hal ini didasarkan pada dikeluarkanya Perma No 14
tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi syariah .

4. Apakah meskipun ada gugatan secara sederhana sebagaimana diatur dalam
perma No 14 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi
syariah penyelesaianya melalui mediasi terlebih dahulu ?

- Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah baik secara Sederhana
maupun biasa melalui mediasi adalah wajib hukumnya karena jika tidak
melalui mediasi maka putusan itu batal demi hukum, namun dalam
gugatan sederhana jangka waktu proses mediasi tidak lama sebagaimana
mediasi pada umumnya. Jangka waktu mediasi disesuaiakan dengan
proses penyelesaian sengketa.

5. Berapa lama proses mediasi dalam penanganan sengketa ekonomi syari’ah ?

- Proses mediasi sebagaimana yang diatur pada tahun 2015 yaitu pada
perma 2015 itu 40 hari bisa diperpanjang 14 hari. Namun pada tahun 2016
sebagaimana perma no 1 tahun 2016 proses mediasi lama waktunya adalah
30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Dalam perkara gugatan sederhana
jangka waktu mediasi sesuai kebijakan hakim.

6. Dalam hal mediasi pada pengadilan agama sleman, bagaimana mekasnisme
penunjukan mediator khususnya pada mediator penyelesaian snegketa
ekonomi syari’ah ? apakah ada spesifikasi khusus mediator ekonomi syari’ah
apa yang terpenting mediator tersebut sudah berlisensi mediator ?

- Proses penunjukan mediator dalam perkara ekonomi syari’ah pengadilan
agama tetap mengacu pada perma no 1 tahun 2008 untuk tahun 2015 dan
perma no 1 tahun 2016 untuk tahun 2016

- Mediator yang ada di pengadilan agama semua berlisensi sertifikat
mediator mahkamah agung.

7. Berapa jumlah mediator yang ada pada pengadilan agama sleman ? kalau bisa
diizinkan untuk dilampirkan ? adakah mediator non hakim pada pengadilan

agama sleman ?



- Mediator yang ada di pengadilan agama sleman ada 10 hakim mediator
yang bersertifikat mediator mahkamah agung

- Semua mediator dari kalangan hakim

8. Hal hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum mediasi ? kalau ada formulir
atau berkas berkas mohon diizinkan untuk dilampirkan ?

- Dalam proses mediasi yang perlu disiapkan sebagaimana diatur dalam
SKMA 108 Tahun 2016

9. Faktor dan indikator apa saja yang menjadikan mediasi kurang efektif dalam
perkara perkara ekonomi syari’ah pada tahun 2015-2016 ?

- Faktor utama dalam keberhasilan mediasi tergantung para pihak
sedangkan mediator sifatnya membantu para pihak memberikan solusi
namun semua kembali ke para pihak.

10. Faktor dan indikator apa saja yang menjadikan mediasi berhasil dalam perkara
perkara ekonomi syari’ah pada tahun 2015-2016 ?

- Faktor kemauan para pihak

- Skill mediator

- Tingkat kerumitan perkara

11. Biasanya para pihak dalam mediasi didampingi pengacara ? apakah peran
pengacara/penegak hukum sangat membantu proses mediasi (maksudnya
mediasi menjadi efektif) ?

- Dalam proses mediasi prinsipal wajib hadir baik didampingi atau tidak
didampingi kuasa hukum.

- Namun boleh tidak hadir dalam mediasi dengan memberikan surat kuasa
istimewa kepada kuasanya dengan alasan, kesehataan, pekerjaan yang
tidak bisa ditinggalkan serta dalam pengampuan.

- Peran kuasa hukum seharusnya mendorong untuk menyelesaiakan klienya
untuk menyelesaiakan dengan perdamaian.

12. Apakah dalah mediasi wajib para pihak hadir jika tidak hadir bagamana ?
- Jika ada pihak yang berada diluar negeri maka wajib menyerahkannya

pada advokat dengan bukti adanya kuasa istimewa.



13. Setelah proses mediasi selesai, baik mediasi itu berhasil atau tidak berhasil ?
bagaimana kelanjutan penanganan perkara itu ?

- Dalam hal mediasi Berhasil ada 2 hal pertama para pihak hanya
menyepakati kesepakatan perdamaian artinya perkara ini nanti dicaput.
Namun  konsekuensinya  ketika  salah  satu  pihak  tidak
menjalankan/mengingkari kesepakatan tersebut tidak bisa dimintakan
eksekusi ke pengadilan agama. Berbeda dengan kesepakatan perdamaian
yang dikuatkan dalam diktum putusan pengadilan maka akan memuat akta
perdamaian yang diktum putusanya menghukum para pihak untuk menaati
akta perdamaian itu, sehingga ketika dalam perjalanan salah satu pihak
tidak melaksanakan maka dapat dimintakan eksekusi kepengadilan.

- Dalam hal tidak berhasil maka dalam persidangan yang diproses secara
hukum acara bisa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian bagi
para pihak melalui negosisasi. Karena pada prinsipnya perdamaian itu

terbuka sampai kapanpun bagi para pihak.
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